LEMBARAN DAXRAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SLIUNJUNG
NOMOR URUT 15 TAITUN 2006
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR i5

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIIUNIUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk pengaturan dan peneriiban  usaha
perckononuian masyarzkat  yang  menimbulkan
dampak/gangguan terhadap lingkungan vang diatur
dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 1999 tentang Izin

saat ini, maka perlu diatur kembali;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sawablunto/Sijunjung testang Retribusi Izin
Gangguan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tetang
Pembeniukan Daerah Ctonom Kabupaten  Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tepzah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1956
Nomor 25 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tenfang Hukum
Acara Pidana { Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3200 ),



daad

Undangundang Nomor S5  Tahun 1984 tentang
Perindusirian (Lembaran Negara Republik Indosesia
Tahun 1984 MNomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 327);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Repulbk Indonesia Nomor 3501);

Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
daerah dan Retribusi daerah, {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan
Lembaran Negara Republik' Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana - telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 23 Tahus 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1997 Nomor 68);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pemhentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi
Sumatera Bavat ( Lemibaran Negaia Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4348 ), -

Undang-Undang Nomor 10 Tzhun 2004 tentang

_Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan |
. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ),
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang
Pelaxsanaan Undang-undang Nomor & Tahun 198]
ientang- Hukum Acara Pidana ( Lembarsn Neoara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan { Lembaran
Negara Republik Indonesia Tzhun 1986 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3338);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tzhun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Sawzhiunto, Kabupaien Daerah Tingkat I Sawahlunto /
Sijunjung dan Kabupaten Dacrah Tingkat I Solok
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 50},

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 teniang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Nesara
Republik Indoniesia Nomor 4139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987
ientang Penmerbitan Pungutan-pusgutan  dan jangka
waktu  terhadap Pemberian Izin  Undang-undang
Gangguan (Hinder Ordonantie);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tzhun 1992
tentang tata Cara Pembenian Izn Meadirikaz Bangunan
(IMB}) serta izin Undang-undang Gangguan (UUG/
HOj bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar
kawasan Industri;

Peraturan Dazerah  Kabupaten Sawzhlesto/Sijuniung
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SAWAHLUNTO / SHUNJUNG



dan
BUPATI SAWAHILIUNTO / SLIUNJUNG

MEMUTUSKAN -

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN

GANGGUAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -
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Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto / Sijunjuag;

Pemeriniali Daerah adalab Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupat: adalah Bupati Sawahlunto / Sijunjung;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerahi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Dacrsh vang
beriaku;

Badan adalah suate bentuk badan uszha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau
Daersh, dengan nama dan bentuk apapun, perselutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga,
dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

Retiibust Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingrungan;

Retribusi Izin Gangguan vyang selanjuinya disebut Retribusi adalah
pembayaran atas pemberian lzin Gangguan kepada orang pribadi atan
badan Hukum dilokasi tertenti: yang meliputi kegiatan pengendalian dan
pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahava, kemgian
dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah drtun_]u!-.
oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Dacrah;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi;
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Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retnibust untuk memanfaatkan izin peruntukan
penggunaan tanah;

Surat Pendaflaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya  dapat
disingkat dengan SPAORD, adalah surai yang digunakan oleh wajib
retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai
dasar penghitungan dan pembayaran retnbusi yang terhutang menunit
peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah
suatu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terhutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
terhutang, jumiah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok
retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus
dibayar;

Surat Ketepan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat
SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahasn atas
jumlah retribusi vang telah ditetapkan,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjumnya dapat
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
relebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerzh yang sclanjutnya disebut STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribust dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKRD atau dokumen lain yaag dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
yang diajukan oleh wajib Retribusi;

Pemeriksaan adalah serangkatan kegiatan untuk mencan, mengumpulkan
dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retnibusi Daerah berdasarkan peraturan
perundang —undangan Retribusi Daerah;

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjuinya disebut Peoyidik untuk mencari sertz mengumpulkan bukn
yang dengan bukit itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
Daerah yvang tegadi scita menemukan tersangkanya;

[



BAB ©
NAMA ORJEK DAN SURJTK RETRIBUS]

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagal pembayaran
atas pemberian izin tempat usahia kepada oraag pribadi ajau badan di lokasi yang
menimbulkan bahava, kerugian dan gangguan.

Pasai 3

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi
atau badan dilokasi tertentii- yang menimbulkan bahaya, kerugian dan
gangguan;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah
ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah,

Pasal 4

Subjek Retnbusi adalah UI’H.H‘E_ pribadi atau badan F&EE, memperoleh izin tempat
usaha_ - :
'BAB i
G‘}LGWGAN RETRIBUSI

E':sal 5

(1} Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu;
{2} Retnbusi izin Gangguan t;ehagatmana dimarsud avat (1) meliputi -

a. B;a},ra Administrasi;

b Biaya survey lapangan

(3) Bentuk dan jenis usaha yang dlkenakan Izin Gangguan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

. BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

-

Pasal 6

{1} Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang
tempat usaha dan indeks lokasi / indeks gangguan;



(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah luas
bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai;

{3} Indeks lokasi / indeks gangguan schagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
Pasal ini ditctapkan sebagai berikut -

- KawasanIndustri ... ... Indeks . ... . 1

- KawasanPerdagangan ... ... ... Iodeks. .. e 2

- KawasanPariwisata ... Indeks... .. 3

- Kawasan Perumahan dan Pemukiman . Indeks .. 3
BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF,

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelengzaraan pemberian izin;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud padz ayat ( 1 ) meliputi biaya pengecekan dan
pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi
dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
PERIZINAN

Pazal 8§

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum sebelum melaksanakan kegiatan
usahanya sebagaimana dimaksud Pasal 5 wajib memiliki Izin Tenipat Usaha;

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!E

Pasal 9
(1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha;

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
sebagai berikut - ¥



- Luas- 1000 M? Rp. 400,-

- Luas 1000 M2 s/d 2000 M2 Rp. 330.-

~  Luas 2001 M2 s/d 4000 M2 Rp. I.Zifﬂ,-

- Luas 4000 M2 Rp. 2.150,-
BAB VIl

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 10
Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara pengalian tarif retribust
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat ( 2 ) dengan tingkat penggunaan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ).

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin gangguan
diberikan.

BAB X
MASA RETRIBUS!I PAN SAAT RETRIBUSI TEREUTANG

Pasal 12

Masa Reiribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 ( tiga ) tabun kecuali
ditetapkan lain oleh Bupati. “

Pasal 13

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD aiau dokumen lainnya
vang dipersamakaii.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi
Daerah);



(2) SPAORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;

(3) Bentuk isl, serta {ala cara pengisian dan penyampaian SPdORD
sebagaimana dimaksi:d pada ayat (1) ditetapkan denpgan Peraturan Bupati

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSE

Pasal 15

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
agitetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen
lain yang dipersamakan;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atan data
vang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT:

(3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen fain yang
dipersamiaxan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB Xiil
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

(1) Pemunguian Retribusi tidak dapat diborongkan;
(2} Retribusi dipungwt dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIV
SANKSI APMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi fidak membayar tepat pada wakiunva atau kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa lnmga sebesar 2 %4 {dua persen)
setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih
dengan menggunakan STRD.



BAB XV |
TATA CARA PEMBAYARAN

"Pasal 18

(1)} Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;

{2; Retritbusi yang terutang dilunasi selambat-lambainya 15 { lima belas ) hari
sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan
SKRDEBT dan STRD;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi di atur

*  dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Retmibusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang
menyebabkab jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagth melalul Badan
Urusan Piutang dan Eelang Negara ( BUFLN );

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturarni
perundang-undangan vang berlaku.

BAB XVII
KEBERATAN

Pasal 28

(1} Wapb retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau pejabat yang diunjuk atas SKRD atau Dokumen lain vang
dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;

{2} Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan diseriai
alasan - alasan yang jelas;

(3) Dalam ha! Wapb Retrbusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi
Wajib -Retribusi harus dapat membuktikan - ketidakbenaran ketetapan
retribusi fersebut; .

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka wakm paling lama 2 ( dua ) bulan
sejak tangga! SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT
dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi teriemtu dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekausaannya;



(5} Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat { 2 ) dan { 3 ) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingea tidak
dipertimbangkan;

(6) Pengajuan keberatan fidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Passl 21

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan ditenima harus memberikan keputusan atas keberatan yang
terhutang;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima selumuhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang diajukan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 ) telah lewat dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KFELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Atas Kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Rembusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retsibusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memberikan keputusan;

{(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
retribusi dianggep dikabutkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutans retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLEB;

(6) Apabila pengembalian kelebibian pembayaran retribusi dilakukan sctelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % ( dua perser) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan retribusi.



Pasal 23

(1) Permohonan pengembalian kelebthan pembayaran retmbusi  diajukan
secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan -
a. nama dan alamat Wajb Retnbusi;
b. masa retribuisi;
c. besamya kelebihan pembayaran;
d. alasan yvang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat;

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penginiman pos tercatat
merupakan bukii saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

(1) Pengembalian kelebthan retribusi dilakukan denpan menerbitkan Surat
Penintah Membayar Kelebihan Retribusi;

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang
retribust lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat ( 4 ), pembayaran
dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

(1) Bupati dapat memberikan penguwrangan, keringanan dan pembebasan
retnbuss; :

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) dengan memperhatikan kemampuan wajib
retribusi antara lain untuk mengangsur;

(3) Pembebasan Reinibusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 } diberikan kepada
Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam;

{4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.



(1)

(2)
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BAB XX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui

jangka waktu 3 { tiga ) tahun terhitung sejak saat terhutangnyva retribusi,

kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi:

Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )

tertangguh apabila :

= Diterbitkan Surat Teguran, atau

- ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
miaupun tidak langsung.

BAB XXI
RETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

Pejabat Pegawai Neger: Sipil terrentu di lingkungan Pemerintah Dacrah
diber1 wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan pepyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah -

a.  Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

- laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerzh agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah:

€. Meminta keterangan dan balian bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; .

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; i

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukii
pembukuan, pencatatan dan dekumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebu;

. Meminta bantuan temaga azhli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

g Menyuruh berhenti dan atau mielarang seseorang meningealkan
ruangan atau tempat pada saat pemenksaan sedang berlangsung dan
nemeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaiamana dimaksud pada huruf e;



h. Memotret seseorangan yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang
retribusi Daerah; . - :

i  Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai
iersangka atan saksi; -

J.  Menghenukan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik
bahwa tidak  terdapat cukup bukti atau perisiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya  melalui Penyidik
memberitalmkan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atay
Keluarganya; _

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik scbagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum sesual dengan ketentuan yang di atur dalam Uadang-undang Nomeor
8 Tahun 1981 teatang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Retnibusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugtkan kevangan Daersh diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan kunmgan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
retribusi terfurtang;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana
pelanggaran. o

~ _BAB XXilI
KETENTUAN PENUTUP

~ Pasal29
Pada saat Peraturan Daerah ini berlakn, maka Peraturan Dacrah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
| _ Pasal 30

Hal-hal yang belum éukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 31
Peraturan Daerah int mulai berlaku pada tanggal diundangkan
~Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Daersh ini demgan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI SAWAHLUNTO/SHUNIUNG,
Dito
DARIUS APAN
Diundangkan di Muare Sijunjung
pada tanggal I Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH,
Dto

Dis. BAKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIHUNJUNG
TAHUN 2006 NOMOR 15 -
Sahnan sesua dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM,
2
v

ARITA/ S, SH
Nip. 410012773 -
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTOQ/SIHUNJUNG

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI 1ZIN GANGGUAN

PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut darl pada pelaksanaan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 Teptang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah khususnya pasal Ayat - hunuf teptang Retribusi Izin
Gangguan, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah
yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta
meningkatkan fungsi Pelayanan, Perkembangan Perekonomian
masyarakat dan mengintensifkan sumber-sumber pendapatan Ash
Daerzh. Untuk  itu perls dilakukan Perubahan Nomor 5 Tahun 1999
tentang Retribusi Izin Gangguan Dengan suatu Peraturan Daerah,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas



Pasal 7

Cubup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jclas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 1]

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
.fasal 14

Culaup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Culatp jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Culup jelas

Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas



Pasal 28

Cukup jeias
Pasal 29

Culkup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasai 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAY '/ DAERAH
SAWAHLUNTO/SLIUNJUNG |, NOMOR 15
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